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BUPATI TOJO UNA-UNA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR E3 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang :  b a h w a  un tuk  melaksanakan ketentuan Pasal 8  Peraturan Daerah
Kabupaten To j o  U n a -Una N o m o r  1 0  Ta h u n  2 0 1 6  t e n t a n g
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-
Una perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah;

Mengingat :  1 .  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Ta h u n  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)  sebagaimana t e l a h  d i u b a h  t e rakh i r  dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang N o m o r  2 3  Ta h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Ta h u n  2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik IndOnesia
Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo
Una-Una Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupdten Tojo Una-Una Nomor 61);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI  TENTANG KEDUDUKAN D A N  SUSUNAN
ORGANISASI DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Bupat i  adalah Bupati Tojo Una-Una.
3. Perangkat Daerah adalah u n s u r  pembantu Bupat i  d a n  Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan y a n g  menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten.

4. Urusan Pemer intahan a d a l a h  kekuasaan pemer in tahan y a n g  m e n j a d i
kewenangan Presiden yang  pelaksanaannya d i lakukan o leh  penyelenggara
Pemerintahan Daerah u n t u k  melindungi, melayani, memberdayakan, d a n
mensejahterakan masyarakat.

5. D inas  Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur
pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. U n i t  Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur

pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyasi
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kehlian
dan keterampilan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati  melalui k
Sekretarias Daerah.



BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Dinas Daerah meliputi:
a. D inas  Pendidikan, Pemuda dan Olahraga t ipe A ,  menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
b. D inas  Perikanan t i p e  A ,  menyelenggarakan u r u s a n  pemerintahan b idang

Kelautan dan Perikanan;
c. D i n a s  Par iw isata  d a n  Kebudayaan t i p e  A ,  menyelenggarakan u r u s a n

pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
d. D inas  Pertanian dan  Ketahanan Pangan t ipe A ,  menyelenggarakan urusan

pemerintahan. bidang Pertanian dan Pangan;
e. D i n a s  Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan  Keluarga Berencana t ipe A ,

menyelenggarakan u r u s a n  pemerintahan b idang  Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

f. D i n a s  Peker jaan U m u m ,  Penataan R u a n g  d a n  Perhubungan t i p e  A ,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan;
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman d a n  Lingkungan H i d u p  t i pe  A ,
menyelenggarakan u r u s a n  pemer intahan b i d a n g  Perumahan,  K a w a s a n
Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;

h. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub
Urusan Pemadam kebakaran dan Penyelamatan;

i. D i n a s  Tenaga Ker ja  d a n  Transmigrasi t i pe  C ,  menyelenggarakan u rusan
pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

j. D i n a s  Sosial, Pemberdayaan Perempuan d a n  Perl indungan A n a k  t i pe  A ,
menyelenggarakan u r u s a n  Pemerintahan b i d a n g  Sos ia l ,  Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

k. D inas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe C, menyelenggarakan urusan
Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1. D i n a s  Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C, menyelenggarakan urusan
Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g-



m. Dinas Perindustrian d a n  Perdagangan t i p e  B ,  menyelenggarakan u rusan
Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

n. D inas Penanaman M o d a l  d a n  Pelayanan Te rpadu  S a t u  P i n t u  t i p e  C ,
menyelenggarakan u r u s a n  Pemerintahan b i d a n g  Penanaman M o d a l  d a n
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

o. D inas  Perpustakaan d a n  Kearsipan t i p e  C ,  menyelenggarakan u r u s a n
pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;

p. D inas  Komun ikas i  d a n  In format ika  t i p e  C ,  menyelenggarakan u r u s a n
pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Pendidikan Dasar membawahi:
1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar dan PK/LK;
2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertarna dan PK/LK; dan
3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;

d. Bidang PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan membawahi:
1. Seksi Pembinaan PAUD;
2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Latihan; dan
3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;

e. Bidang Sarana dan Prasarana Pengendalian Mutu membawahi:
1. Seksi Sarana dan Prasarana;
2. Seksi Pengendalian Mutu; dan
3. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan;

f. B idang Pemuda dan Olahraga membawahi:
1. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
2. Seksi Pembinaan Olahraga; dan
3. Seksi Peningkatan Prestasi;



g. UPT Dinas; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan s t r u k t u r  organisasi  D i n a s  Pendidikan,  P e m u d a  d a n  Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) tercantum da lam Lampiran I  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Perikanan

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Pemberdayaan Nelayan membawahi:
1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
2. Seksi Pembinaan SDM Nelayan; dan
3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan;

d. Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan membawahi:
1. Seksi  Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
2. Seksi Pembinaan SDM Pembudidayaan Ikan; dan
3. Seksi  Pembinaan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan;

e. Bidang Pelayanan Usaha Budidaya dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
membawahi:
1. Seks i  Pelayanan Usaha Budidaya;
2. Seks i  Pengawasan Perizinan Usaha; dan
3. Seks i  Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

f. Bidang Pengelolaan Budidaya Perikanan membawahi:
1. Seks i  Pengelolaan Kawasan. Budidaya;
2. Seks i  Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
3. Seks i  Produksi dan Usaha Budidaya;

g. UPT Dinas; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Destinasi dan Industri membawahi:
1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Bahari;
2. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan; dan
3. Seksi Industri Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat;

d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kepaziwisataan:
1. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan;
2. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan; dan
3. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan;

e. Bidang Pemasaran membawahi:
1. Seksi Pameran dan Promosi;
2. Seksi Penataan Obyek Wisata; dan
3. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;

f. B idang Kebudayaan membawahi:
1. Seksi Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
2. Seksi Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Film; dan
3. Seksi Sejarah dan Purbakala;

f. U P T  Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan St ruk tur  Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kelima
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris Dinas membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi:
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
2. Seksi Distribusi Pangan; dan
3. Seksi Kerawanan Pangan;

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi:
1. Seksi Konsumsi Pangan;
2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
3. Seksi Keamanan Pangan;

e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahi:
1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
3. Seksi Penyuluhan;

f. B idang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi:
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
2. Seksi Produksi; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

g. Bidang Peternakan dan Perkebunan membawahi:
1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;

h. UPT Dinas; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan S t r u k t u r  Organisasi  D i n a s  Per tan ian  d a n  Ke tahanan  Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I V  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Keenam
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 8
(1) Susunan Organisasi  D i n a s  Kesehatan, Pengendalian Penduduk  d a n  Keluarga

Berencana terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. S u b  Bagian Perencanaan Program, Data dan Informasi dan Humas;
2. Sub  Raglan Keuangan dan Aset; dan
3. Sub  Bagian Kepegawaian, Hukum dan Umum;

c. B idang  Kesehatan Masyarakat membawahi:
1. Seksi  Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2. Seksi  Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Institusi; dan
3. Seksi  Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;

d. B idang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:
1. Seks i  Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

3. Seks i  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa;

e. B idang  Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana membawahi:
1. Seksi  Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
2. Seksi  Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB; dan
3. Seks i  Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Mutu FASYANKES;

f. B i d a n g  Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga membawahi:
1. Seksi  Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi  Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan ME; dan
3. Seksi  Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia;

g. B idang  S u m b e r  D a y a  Kesehatan,  Pengenda l ian  d a n  D i s t r i b u s i  A l k o n

membawahi;
1. Seksi  Kefarmasian;
2. Seksi  Mat Kesehatan, PKRT, Pengendalian dan Distribusi Alkon; dan
3. Seksi  Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan

Kader KB;
h. UPI '  Dinas; dan
i. Ke lompok  Jabatan Fungsional.

(2) Bagan S t r u k t u r  Organ isas i  D i n a s  Kesehatan,  Pengendal ian P e n d u d u k  d a n
Keluarga Berencana sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  (1 )  t e r can tum  d a l a m
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Pasal 9

(1) Susunan Organ isas i  D i n a s  Peker jaan U m u m ,  Pena taan  R u a n g  d a n
Perhubungan terdir i  atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya membawahi:
1. Seksi Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
2. Seksi Penataan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan; dan
3. Seksi Penataan dan Pengendalian Tata Ruang;

d. Bidang Perhubungan membawahi:
1. Seksi Lalulintas;
2. Seksi Pengujian Sarana; dan
3. Seksi Prasarana;

e. Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi membawahi:
1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
3. Seksi Peralatan, Perlengkapan dan Bina Konstruksi;

f. B idang Sumber Daya Air membawahi:
1. Seksi Irigasi;
2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
3. Seksi Sungai dan Pantai;

g. UlYT Dinas; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan S t ruk tu r  Organisasi Dinas Pekerjaan Umum,  Penataan Ruang dan
Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedelapan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Perumahan dan Pertanahan membawahi:
1. Seksi Pengelolaan Rumah Negara;
2. Seksi Perencanaan Penyediaan Perumahan; dan
3. Seksi Pertanahan;

d. Bidang Permukiman membawahi:
1. Seksi Penataan Kawasan Permukiman;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Utilitas Umum; dan
3. Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Taman dan Permakaman;

e. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas membawahi:
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas;

f. B idang Pengelolaan Sampah, Limbah B 3  dan  Pengendalian Pencemaran
membawahi:
1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

g. UPT Dinas; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan S t ruk tu r  Organisasi D inas Perumahan, Kawasan Permukiman d a n
Lingkungan. H idup  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) tercantum dalam
Lampiran VII yang menipakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati



Bagian Kesembilan
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian. Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Ketertiban U m u m  dan  Ketentraman Masyarakat dan  Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan Daerah membawahi:
1. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Operasional dan Pengendalian;
2. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Ketertiban Umum; dan
3. Seksi Pembinaan PPNS dan Kerjasama;

d. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi:
1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Teknis Fungsional; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM;

e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran membawahi:
1. Seksi Pelatihan, Mobilisasi dan Bina Potensi Masyarakat;
2. Seksi Pencegahan dan Operasional Penyelamatan; dan
3. Seksi Data, Informasi, Komunikasi dan Operasi.

f. UPT Satuan Polisi Pamong Praja; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam. Lampiran VIII yang merupakan bagian t idak
terpisahkan. dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Kepegawaian. dan Umum;



c. Bidang Ketenagakerjaan membawahi:
1. Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
3. Seksi Penyedia Data dan Informasi Ketenagakerjaan;

d. Bidang Ketransmigrasian membawahi:
1. Seksi Perencanaan Teknis Ketransmigrasian;
2. Seksi P e n y i a p a n  K a w a s a n  d a n  P e m b a n g u n a n  P e r m u l c i m a n

Transmigrasi; dan
3. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

e. UPT Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi:
1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga Fakir  Miskin Perkotaan,

Perdesaan dan Kepulauan/Pesisir;
2. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; dan
3. Seksi Perintisan Kepahlawanan d a n  Pembinaan/Peningkatan Lembaga

Sosial/ Organisasi Sosial;
d. Bidang Pelayanan, Rehabi l i tasi ,  Per l indungan d a n  J a m i n a n  S o s i a l

membawahi:
1. Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia dan Jaminan Sosial

Keluarga;



2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana
Sosial; dan

3. Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga membawahi:

1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan G e n d e r
Perempuan Bidang Ekonomi;

2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan G e n d e r
Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan

3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan G e n d e r

dan Pemberdayaan

dan. Pemberdayaan

dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;

f. B idang Perlindungan H a k  Perempuan d a n  Perlindungan
membawahi:
1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak; dan
3. Seksi Pemenuhan Hak-Hak, Data dan Informasi Anak;

g. UPT Dinas; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan S t r u k t u r  Organisasi D inas  Sosial, Pemberdayaan Perempuan d a n
Perlindungan Anak  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) tercantum dalam
Lampiran X  yang merupakan bagian t idak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(1)

• B a g i a n  Keduabelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 14

Khusus A n a k

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa membawahi:
1. Seksi Sarana Prasarana dan  Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Desa;
2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa; dan



3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna;

d. Bidang Pemerintahan Desa membawahi:
1. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa; dan
3. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

e. UPT Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan S t r u k t u r  Organisasi D i n a s  Pemberdayaan Masyarakat  d a n  D e s a
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) tercantum dalam Lampiran. X I  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan membawahi:
1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
3. Seksi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan;

d. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data membawahi:
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
3. Seksi Kerja sama dan Inovasi Pelayanan;

e. UPT Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan S t r u k t u r  Organisasi  D i n a s  Kependudukan d a n  Pencatatan S i p i l
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X I I  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Keempatbelas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Perindustrian membawahi:
1. Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Aneka Kerajinan;
2. Seksi Tekstil, Pakaian Jadi dan Aneka Industri; dan
3. Seksi AGRO dan Pengolahan SDA;

d. Bidang Perdagangan membawahi:
1. Seksi Bina Usaha Sarana dan Prasarana Perdagangan;
2. Seksi Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran; dan
3. Seksi Perlindungan. Konsumen;

e. Bidang Koperasi dan UKM membawahi:
1. Seksi Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan

UKM;
2. Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pemberdayaan UKM; dan
3. Seksi Bina Fasilitasi Permodalan dan Kemitraan Koperasi dan UKM;

f. UPT Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsiona1.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;



c. Bidang Penanaman Modal membawahi:
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

d. Bidang Pelayanan Perizinan membawahi:
1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan;
2. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
3. Seksi Evaluasi dan Penyuluhan;

e. U N '  Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan membawahi:
1. Seksi Pembinaan, Pengembangan I T  serta Pengolahan dan Pelestarian

Bolan Pustaka;
2. Seksi Layanan Sirkulasi, Otomasi dan Alih Media; dan
3. Seksi Deposit dan Konservasi;

d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan membawahi:
1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
2. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip; dan
3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan. Arsip Statis;

e. UPT Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketujuhbelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahi:
1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
3. Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi Publik;

d. Bidang Penyelenggaraan e-Government membawahi:
1. Seksi Insfrastruktur dan Teknologi;
2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi; dan
3. Seksi Layanan e-Government;

e. UPT Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur  Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ESELON
Pasal 20

(1) Kepala Dinas Daerah merupakan jabatan struktural  eselon Jib atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris D inas  merupakan jabatan s t ruk tura l  eselon I I I a  a t a u  jabatan
administrator.

(3) Kepala B idang  merupakan jabatan s t ruk tu ra l  eselon I I I b  a t a u  jabatan
administrator.

(4) Kepala Subbagian pada Sekretariat, Kepala Seksi pada Bidang dan Kepala UPT
Dinas kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

(5) Kepala UPT Dinas kelas B  dan Kepala Subbagian pada UPT Dinas kelas A
merupakan jabatan struktural IVb atau jabatan pengawas.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pelaksanaan tugas  d a n  fungs i  D inas  Daerah sebagaimana d imaksud da lam
Peraturan Bupati ini terhitung sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 22
Pejabat di lingkungan Dinas Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini
mulai melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 9  Desem ber 2 0 1 6

BUPATI TOJO UNA-UNA14

A. MOHAMMAD LAHAY



Lampiran I Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nornor :  S3 Tchon _i0tG.

L
SEICREIARIS

i 1
SUB BAGIAN
PENYUSUN
PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASET
SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

1

---1

Bidang
PAUD dan Pendidikan

Kemasyarakatan
BIDANGSARANA DAN PRASARANAPENGENDALIAN MUTUBIDANG

PEMUDA DAN
OLAHRAGA

SEKSI
PEMBINAAN PAUD SEKSI

SARANA DAN
SEKSI

PEMBINAAN
PRASARANA GENERASI MUDA

SEKSIPEMBINAAN PENDIDIKANMASYARAKAT, KURSUS DANLATIHANSEKSI
PENGENDALIAN MUTU

SEKSI
PEMBINAAN
OLAHRAGA

SEKSIPEMBINAAN PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN PAUDSEKSI
PEMELIHARAAN DAN

PERAWATAN
SEKSI

PENINGKATAN
PRESTASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TIPE A

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PENDIDIKAN DASAR

SEKSI
PEMBINAAN SEKOLAH

DASAR DAN PK/LK
SEKSIPEMBINAAN SEKOLAHMENENGAH PERTAMA DANPK/LICSEKSI

GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Keterangan :
Garis KomandoGaris Koordinasi

LUPT DINAS------ BUPATI TOJO UNA-UNAt4,

L  MOHAMMAD LAHAY



Lampiran II Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor :  5-3 lblf-,c,in .016"

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN TIPE A

KEPALA DINAS

L
SEKRETARISKELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

1

I
SUB BAGIAN
PENYUSUN
PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASET

i
SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

BIDANG
PEMBERDAYAAN

NELAYAN
SEKSI

PEMBERDAYAAN
NELAYAN KECIL

SEKSI
PEMBINAAN SDM

NELAYAN
SEKSI

PEMBINAAN
KELEMBAGAAN NELAYAN

Keterangan :
Garis KomandoGaris Koordinasi

BIDANG
PEMBERDAYAAN

PEMBUDIDAYAAN IKAN
SEKSI

PEMBERDAYAAN
PEMBUDIDAYA IKAN

SEKSI
PEMBINAAN SDM

PEMBUDIDAYAAN IKAN
SEKSIPEMBINAAN KELEMBAGAANPEMBUDIDAYAAN IKAN

1-1

L._
BIDANG

PELAYANAN USAHA BUDIDAYA
DAN PENGELOLAAN TEMPAT

PELELANGAN IKAN

SEKSI
PELAYANAN USAHA

BUDIDAYA
SEKSI

PENGAWASAN
PERIZINAN USAHA

SEKSI
PENGELOLAAN TEMPAT

PELELANGAN IKAN

UK DINAS
--------

BIDANGPENGELOLAANBUDIDAYA PERIKANAN

SEKSIPENGELOLAANKAWASAN BUDIDAYA

SEKSI
KESEHATAN IKAN DANLINGKUNGAN

SEKSIPRODUKSI DAN USAHABUDIDAYA

BUPATI TOJO UNA-UNA

MOHAMMAD LAHAY



Lampiran III Peraturan Bupati Tojo Una-Una
N o m o r  :  S 3  TCAVICAV1 PCPkG

I
SEKRETARIS

1 i
SUB BAGIAN
PENYUSUN
PRO GRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASET
SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

T L i
BIDANG

KELEMBAGAAN DAN
BIDANG

PEMASARAN
BIDANG

KEBUDAYAANPENGEMBANGAN SDM
KEPARIWISATAAN

SEKSI
PENGEMBANGAN SDM

SEKSI
PAMERAN DAN

SEKSI
PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN

KEPARIWISATAAN PROMOSI DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN
DAERAH

SEKSI
HUBUNGAN KELEMBAGAAN SEKSI

PENATAAN OBYEK
SEKSI

PENGEMBANGAN
KEPARIWISATAAN WISATA KEBUDAYAAN DAERAH DAN

FILM
SEKSI

PENELITIAN DAN SEKSI SEKSI
SEJARAH DAN PURBAKALA

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
KEPARIWISATAAN

STRATEGI PEMASARAN
PARIWISATA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TIPE A

IMPALA DINAS

r3
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONALF
1

BIDANG
DESTINASI DAN INDUSTRI

SEKSI
PENGEMBANGAN

DESTINASI WISATA BAHARI

SEKSI
PENGEMBANGAN DESTINASI
WISATA ALAM DAN BUATAN

SEKSI
INDUSTRI PARIWISATA DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Keterangan :
Garis KomandoGaris Koordinasi

UPT DINAS
---------- BUPATI TOJO UNA-UNA/-

MOHAMMAD LAHAY



Lampiran IV Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor :  s3 TcaIon c• ig

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TIPE A

IMPALA DINAS

r

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

L
SEKRETARIS'

SUB BAGIAN
PENYU SUN
PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASET

1
SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

1
BIDANG

KETERSEDIAAN DANDISTRIBUSI PANGAN

SEKSI
KETERSEDIAANPANGAN

SEKSI
DISTRIBUSI PANGAN

SEKSI
KERAWANAN PANGAN

Keterangan :
Garis KomandoGaris Koordinasi

BIDANGKONSUMSI DANKEAMANAN PANGAN

SEKSI
KONSUMSI
PANGAN
SEKSI

PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN

SEKSI
KEAMANAN
PANGAN

BIDANG
PRASARANA, SARANA
DAN PENYULUHAN

SEKSI
LAHAN, IRIGASI DAN

PEMBIAYAAN
SEKSI

PUPUK, PESTISIDA
DAN ALSINTAN

SEKSI
PENYULUHAN

UPT DINAS

BIDANG
TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA

SEKSI
PERBENIHAN DAN
PERLINDUNGAN

SEKSI
PRODUKSI

SEKSI
PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN

BIDANG
PETERNAKAN DAN

PERKEBUNAN
SEKSI

PERBIBITAN DAN
PRODUKSI

SEKSI
KESEHATAN HEWAN

SEKSI
KESMAVET, PENGOLAHAN

DAN PEMASARAN

BUPATI TOJO UNA-UNA

MOHAMMAD LAHAY



Lampiran V Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor ̀1, : S3 TtThun

SEKRETARIS

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

PROGRAM, DATA DAN
INFORMASI DAN HUMAS

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASET
SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN,
HUKUM DAN UMUM

I

- I

BIDANG
PELAYANAN

KESEHATAN DAN KB
BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA

BIDANG
SUMBER DAYA KESEHATAN,

PENGENDALIAN DAN
DISTRIBUSI ALKON

SEKSI
PELAYANAN KESEHATANPRIMER DAN TRADISIONAL

SEKSI
PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA SEJAHTERA

SEKSI
KEFARMASIAN

SEKSI
JAMINAN PELAYANAN DANPEMBINAAN KESERTAAN

KR

SEKSI
ADVOKASI,

PENGGERAKAN,
PENYULUHAN DAN KIE

SEKSI
ALAT KESEHATAN, PKRT,

PENGENDALIAN DAN
DISTRIBUSI ALKON

SEKSI
PELAYANAN RUJUKAN

DAN PENINGKATAN MUTU
PARYANKRA

SEKSI
BINA KETAHANAN KELUARGA
BALITA, ANAK, REMAJA DAN

LANSIA

SEKSI
SUMBER DAYA MANUSIA

KFSEHATAN DAN
PENDAYAGUNAAN PKB/PLKB

DAN KADER KB

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA TIPE A
KEPALA DINAS

r

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
KESEHATAN
MASYARAKAT

SEKSI
KESEHATAN

KELUARGA DAN GIZI

I  S E K S IPROMOSI KESEHATANDAN PEMBERDAYAAN
TN STITI 1ST

SEKSI
KESEHATAN LINGKUNGAN,
KESEHATAN KERJA DAN
KESEHATAN OLAHRAGA

Keterangan :
Garis Komando
Garis Koordinasi

BIDANG
PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN
PF.NYA KIT

SEKSISURVEILANS DANIMUNISASI
SEKSI

PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAICIT

MENULAR

SEKSI
PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT
TIDAIC MENULAR DAN

KESEHATAN JIWA

UFT DINAS BUPATI TOJO UNA-UNAt

MOHAMMAD LAHAY



Lampiran VI Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor :  ss Teahun Parc

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

DAN PERHUBUNGAN TIPE A

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PENYUSUN
PRO GRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASET
SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

BIDANG
PENATAAN RUANG DAN

CIPTA KARYA
SEKSI

PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI
PENATAAN PENGENDALIAN

DAN PENGAWASAN BANGUNAN

SEKSI
PENATAAN DAN

PENGENDALIAN TATA RUANG

Keterangan :
Garis KomandoGaris Koordinasi

1
BIDANG

PERHUBUNGAN

SEKSI
LALULINTAS

SEKSI
PENGUJIAN SARANA

SEKSI
PRASARANA

1
BIDANG

BINA MARGA DAN BINA
KONSTRUKSI

UPT DINAS

SEKSI
PEMBANGUNAN DAN

pENINGKATAN JALAN DAN
JEMBATAN

SEKSI
PEMELIHARAAN JALAN

DAN JEMBATAN

SEKSI
PERALATAN, PERLENGKAPAN

DAN BINA KONSTRUKSI

BIDANG
SUMBER DAYA AIR

SEKSI
IRIGASI

SEKSI
OPERASI DAN

PEMELIHARAAN
SEKSI

SUNGAI DAN PANTAI

BUPATI TOJO UNA-UNA4-

A MOHAMMAD LAHAY



Lampiran VII Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nor-11°r :  Tcrhon v.oic

L
SEKRETARIS

SUB BAGIAN
PENYUSUN
PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASET
SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

BIDANG
PERMUKIMAN

BIDANG
PENATAAN, PENAATAN DAN

BIDANG
PENGELOLAAN SAMPAH,

-1 PENINGKATAN KAPASITAS LIMBAH 133 DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN

SEKSI
PENATAAN KAWASAN SEKSI

PERENCANAAN DAN KAJIAN
SEKSI

PENGELOLAAN SAMPAH
PERMUKIMAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN LIMBAH B3

SEKSI
SARANA DAN PRASARANA

UTILITAS UMUM
SEKSI

PENGADUAN DAN
PENEGAKAN HUKUM

SEKSI
PENCEMARAN DAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

SEKSI
PENATAAN DAN PENINGKATAN

SEKSI SEKSI
PEMELIHARAANKUALITAS TAMAN DANPERMAKAMAN

PENINGKATAN
KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

DAN LINGKUNGAN HIDUP TIPE A
KEPALA DINAS

r

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

F
BIDANG

PERUMAHAN DAN
PERTANAHAN

SEKSI
PENGELOLAAN RUMAH

NEGARA
SEKSI

PERENCANAAN
PENYEDIAAN PERUMAHAN

SEKSI
PERTANAHAN

Keterangan :
Garin KomandoGarin Koordinasi

UPT DINAS
BUPATI T0JO UNA-UNA/

A MOHAMMAD LAHAY



Lampiran VIII Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor :  Sa linbfArN 9010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE B

IMPALA SATUAN

r
SEKRETARISKELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUB BAGIAN

PENYUSUN PROGRAM,
KEUANGAN DAN ASET

BIDANGKETERTIBAN UMUM DANKETENTRAMAN MASYARAKAT, DANPENEGAKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SEKSI

PEMBINAAN, PENYULUHAN
DAN OPERASIONAL DAN

PENGENDALIAN
SEKSI

PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN
DAN KETERTIBAN UMUM

BIDANG
SUMBER DAYA APARATUR

SEKSI
PELATIHAN DASAR

SEKSI
TEKNIS FUNGSIONAL

SEKSI
PEMBINAAN PPNS DAN

KERJASAMA

Keterangan :
Garis Komando
Garis Koordina si

SEKSI
PENINGKATAN

KAPASITAS SDM

UPT SAT. POL,PP

L
SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN DAN
UMUM

BIDANG
PERLINDUNGAN

MASYARAKAT DANPRMADAM XRRAKARAN
SEKSI

PELATIHAN, MOBILISASI, DAN
BINA POTENSI MASYARAKAT

SEKSI
PENCEGAHAN DAN

OPERASIONAL PENYELAMATAN

SEKSI
DATA, INFORMASI,KOMUNIKASI DAN OPERASI

BUPATI TOJO UNA-UNAf •

MOHAMMAD LAHAY



Lampiran IX Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Notnor :  53 T2hu n D-0I6

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TIPE C

KEPALA DINAS

L
SEKRETARISKELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Keterangan
Garis KomandoGaris Koordinasi

SUB BAGIAN
PENYUSUN PROGRAM,
KEUANGAN DAN ASET

BIDANG
KETENAGAKERJAAN

SEKSIPEMBINAAN, PELATIHAN DANPENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
SYARAT KERJA

SEKSIPENYEDIA DATA DAN INFORMASIKETENAGAKERJAAN
UPT DINAS

L1
SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN DAN
UMUM

BIDANG
KETRANSMIGRASIAN

SEKSI
PERENCANAAN TEKNIS
KETRANSMIGRASIAN

SEKSI
PENYIAPAN KAWASAN DAN

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
TRANSMITIRART

SEKSI
PENGEMBANGAN KAWASAN

TRANSMIGRASI

BUPATI T0JO UNA-UNA,,,

6  MOHAMMAD LAHAY



Lampiran X Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor :  S3 Tabor, pow

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK TIPE A
KEPALA DINAS

r

SEKRETARISKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PENYUSUN
PRO GRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASET
SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEKSIPEMBERDAYAAN PERORANGAN DANKELUARGA FAKIR MISKIN PERKOTAAN,PERDESAAN DAN KEPULAUAN/PESISIR
SEKSI

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL

SEKSIPERINTISAN KEPAHLAWANAN DANPEMBINAAN/PENINGKATAN LEMBAGASOSIAL/ORGANISASI SOSIAL

Keterangan :
Garis Komando
Garis Koordinasi

BIDANG
PELAYANAN, REHABILITASI,

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL
SEKSI

PELAYANAN, REHABILITASI ANAK
DAN LANJUT USIA DAN JAMINAN

SOSIAL KELUARGA
SEKSI

PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
BENCANA ALAM DAN KORBANBENCANA SOSIAL

SEKSIPELAYANAN, REHABILITASI
PENYANDANG DISABILITAS DAN

TUNA SOSIAL

BIDANG
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

DAN KUALITAS KELUARGA

SEKSI
PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN BIDANG EKONOMI

SEKSI
PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN ORNDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG

SOSIAT, POLITIN DAN HUKUM

SEKSI
PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN PEMBERDAYAANPEREMPUAN BIDANG KUALITAS
KELUARGA, DATA DAN INFORMASI

UPT DINAS

BIDANGPERLINDUNGAN HAK PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN KHUSUSANAK
SEKSIPERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN DATA KEKERASAN
PEREMPUAN

SEKSI
PERLINDUNGAN KHUSUS

ANAK DAN DATA KEKERASAN
ANAK
SEKSI

PEMENUHAN HAK-HAK, DATA
DAN INFORMASI ANAK

BUPATI TOJO UNA-UNA,/.

A MOHAMMAD LAHAY



Lampiran XI Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor s 3  Tclhun "PoIC

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TIPE C

IMPALA DINAS

SEKRETARISKELOMP0K JABATAN
FUNGSIONAL

Keterangan
Garis Komando
Garis Koordinasi

SUB BAGIAN
PENYUSUN PROGRAM,
KEUANGAN DAN ASET

L
BIDANG

PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN

MASAYAPATCAT np.sA
SEKSI

SARANA PRASARANA DAN
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

MASYARAKAT DESA

SEKSI
PEMBERDAYAAN EKON OMI

MASYARAKAT DESA

SEKSI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

ALAM DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA

UPT DINAS

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

BIDANG
PEMERINTAHAN DESA

SEKSI
PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

SEKSI
PENATAAN DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA

SEKSI
PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DESA

BUPATI TOJO UNA-UNAt •

MOHAMMAD LAHAY



Lampiran XII Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor :  s3 Tcror PotG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIPE C

KEPALA DINAS

SEKRETARISKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keterangan :
Garis KomandoGaris Koordinasi

SUB BAGIAN
PENYUSUN PROGRAM,
KEUANGAN DAN ASET

L
BIDANGPELAYANAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

SEKSI
PELAYANAN PENDAFTARAN

PENDUDUK

SEKSI
PELAYANAN

PENCATATAN SIPIL
SEKSI

PENDOKUMENTASIAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

UPT DINAS

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

BIDANGPIAK DAN PEMANFAATANDATA
SEKSISISTEM INFORMASIADMINISTRASIKEPENDUDUKAN
SEKSI

PENGOLAHAN DAN
PENYAJIAN DATAKRPENDI WAN

SEKSI
KERJA SAMA DAN

INOVASI PELAYANAN

BUPATI TOJO UNA-UNA, ft'

it MOHAMMAD LAHAY



Lampiran XIII Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor :  a o i 4

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TIPE B

KEPALA DINAS

SEKRETARISKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PENYUSUN PROGRAM,
KEUANGAN DAN ASET

BIDANGPERINDUSTRIAN

SEKSI
PENGOLAHAN HASH, HUTAN

DAN ANEKA KERAJINAN

SEKSI
TEKSTIL, PAKAIAN JADI
DAN ANEKA INDUSTRI

SEKSI
AGRO DAN

PENGOLAHAN SDA

Keterangan
Gans Komando
Garis Ko ordin asi

BIDANG
PERDAGANGAN

SEKSI
BINA USAHA SARANA DANPRASARANA PERDAGANGAN

SEKSI
IMPOR ANTAR PULAU,DISTRIBUSI DAN PROMOSI

PEMASARAN

SEKSI
PERLINDUNGAN

KONSUMEN

UPT DINAS

L

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

BIDANG
KOPERASI DAN UKM

SEKSI
BINA KELEMBAGAAN, PENGAWASAN
DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

DAN UKM

SEKSI
BINA USAHA KOPERASI DAN

PEMBERDAYAAN UKM

SEKSIBINA FASILITASI PERMODALANDAN KEMITRAAN KOPERASI
nAic TTKM

BUPATI TOJO UNA-UNA('

MOHAMMAD LAHAY



Lampiran XIV Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor :  s3 Telhe n f 6

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TIPE C

KEPALA DINAS

L
SEKRETARISKELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Keterangan :
Garis Komando
Garis Koordinasi

1

SUB BAGIAN
PENYUSUN PROGRAM,
KEUANGAN DAN ASST

BIDANG
PENANAMAN MODAL

SEKSI
PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MIMAT,

SEKSI
PROMOSI PENANAMAN MODAL

SEKSI
PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

UPT DINAS

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

UMUM
1

BIDANGPELAYANAN PERIZINAN

SEKSI
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

SEKSI
PENDATAAN DAN PENETAPAN

SEKSI
EVALUASI DAN PENYULUHAN

BUPATI TOJO UNA-UNAf

k  MOHAMMAD LAHAY



Lampiran XV Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor :  s3  T471hcon .9016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TIPE C

KEPALA DINAS

L.
SEKRETARISKELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Keterangan :
Garis Komando
Garis Koordinasi

SUB BAGIAN
PENYUSUN PROGRAM,
KEUANGAN DAN ASET

BIDANG
PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN
PFRPT TSTA KA AN

SEKSI
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN
IT SERTA PENGOLAHAN DANPFIRSTARTAN RAT-TAN PI ISTACCA

SEKSI
LAYANAN SIRKULASI,

OTOMASI DAN ALIH MEDIA

SEKSIDEPOSIT DAN
KONSERVASI

[PT DINAS

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

BIDANG
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN

KRA RSTPAN

SEKSI
PENGELOLAAN ARSIP

DINAMIS
SEKSI

AKUISISI, PENG0LAHAN
DAN PRESERVASI ARSIP

SEKSI
LAYANAN DAN

PEMANFAATAN ARSIPSTATIS

BUPATI TOJO UNA-UNA4

MOHAMMAD LAHAY



Lampiran XVI Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor :  S TeRfnuir, 8-O1c

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TIPE C

KEPALA DINAS

SEKRETARISKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keterangan :
Garin Komando
Garis Koordinasi

SUB BAGIAN
PENYUSUN PROGRAM,
KEUANGAN DAN ASET

BIDANG
PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI
PENGELOLAANINFORMASI PUBLIK

SEKSI
PENGELOLAANKOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI
KEHUMASAN DAN LAYANAN

INFORMASI PUBLIK
UPT DINAS

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

BIDANG
PENYELENGGARAAN

E-GOVERNMENT
SEKSI

INSFRASTRUKTUR DAN
TEKNOLO GI

SEKSIPENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN DATA DAN
APITICAST

SEKSI
LAYANAN

E-GOVERNMENT

BUPATI TOJO UNA-UNA,

k  MOHAMMAD LAHAY


